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KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. ZI> /DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

a.bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 1135

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah, maka penyempurnaan
hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan DPRD;

.bahwa Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud pada huruf a diatas dijadikan dasar penetapan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas

perlu menetapkan keputusan Pimpinan DPRD tentang
Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan
Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
"I;agxb)ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
880) ;
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4400); )

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4421);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4038);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah ‘dan Retribusi
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia ~ Nomor
5587);sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48,:fTambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

'ge;rsnsl;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor : 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 tentang perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54
Tahun 2010; .
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Laporan Peetanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547 ); )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun
2016 Nomor 1); :

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3
Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hulu (lembaran Daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 3) ;

Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 ini dinyatakan sah apabila telah
disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts. 3445/1X/2024 tanggal 12 September 2024
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan
Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Penganggaran kegiatan agar disesuaikan dengan tugas,
fungsi dan wewenang masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah dan berpedoman pada Satuan Harga
Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
yang masih berlaku.

Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. :

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 2¢4September 2024

KETUA SEMENTARA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU, ¥ »

T

SUMIARTINI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

v e

Gubernur Riau

Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Riau
Kepala Perwakilan BPKP-RI Provinsi Riau
Inspektur Inspektorat Provinsi Riau
Bupati Rokan Hulu
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